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MOTTO 

 

Kekuatan bukan berasal dari kemenangan. Perjuangan Anda lah yang melahirkan 

kekuatan. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan tak menyerah, itulah kekuatan. 

(Arnold Schwarzenegger) 

 

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak. 

(Aldus Huxley) 

 

Mulailah dengan apa yang benar, bukan dengan apa yang bias diterima. 

(Franz Kafka) 
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 BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Reformasi merupakan suatu langkah yang telah dilakukan oleh 

pemerintah, salah satunya pada sektor ekonomi. Tuntutan terhadap terciptanya 

good govermance yang sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat 

dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Sektor ekonomi berperan 

besar terhadap kelangsungan pembangunan bangsa, sehingga pemerintah pusat 

maupun daerah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

tersebut. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan masyarakat 

adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan 

daerah itu diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-

lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber keuangan lainnya. 

Dalam menggali sumber pendapatan atau penerimaan tersebut 

memerlukan pengelolaan, pengawasan secara terencana, tepat dan bertanggung 

jawab, maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan dengan sumber daya manusia 

yang profesional untuk menanganinya dengan baik dan benar. Misalnya pada 

bagian keuangan Pemerintah Daerah Situbondo mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan keuangan dan penyusunan di bidang anggaran, verifikasi, pajak dan 

retribusi, dan akuntansi serta perbendaharaan. 

Penerimaan daerah menentukan kelancaran proses pembanguan pada suatu 

daerah dan peranan fungsi akuntansi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah akan memberikan informasi yang diperlukan untuk tahun berikutnya, 

sehingga pemerintah daerah dalam merencanakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) di tahun berikutnya merupakan hasil atau manfaat dari 

informasi akuntansi yang baik dan benar. Dengan memperhatikan pengelolaan 
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penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan yang berdasarkan dengan skala 

prioritas. 

Sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang keuangan negara meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya, keseriusan jajaran pemerintah 

sangat diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, 

pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah. 

Tentunya tujuan adanya perundang-undangan tentang keuangan pemerintah 

tersebut agar setiap lembaga pemerintah mampu mengelola keuangan negara 

secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk 

memdukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Untuk membantu pemerintahan daerah dalam rangka pencatatan kegiatan 

pengelolaan keuangan, maka pemerintah pusat menetapkan beberapa peraturan 

terkait dengan system dan prosedur akuntansi keuangan daerah yaitu Peraturan 

Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Surat Edaran Nomor 

SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan 

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan pada bidang Perbendaharaan. 

Mengingat akan arti pentingnya pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah dan kondisi administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang 

terjadi di Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

dengan judul “PROSEDUR ADMINISTRASI PENERIMAAN DAN 

PENGELURAN KAS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO”. 

Judul tersebut dipilih karena untuk mengetahui prosedur penerimaan dan 

pengeluaran. Prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. 

Karyawan menjalankan sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing. 
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Karyawan selain menjalankan tugasnya juga saling membantu satu sama lain 

dalam pekerjaannya. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan 

Administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada bagian keuangan 

Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

b. Untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan tugas dinas sehari-hari, 

khususnya pada bagian Perbendaharaan. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Memperolah wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis atau kerja 

tentang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

b. Mengetahui prosedur administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah 

pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo 

c. Sebagai salah syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar 

Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jember 
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1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan 

 

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan dan 

Pengelola Keuangan dan Asert Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo 

yang beralamatkan di jl. Jend. Sudirman No. 1, Kelurahan Patokan, 

Kecamatan Situbondo. 

 

1.3.2 Jangka waktu Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada bulan Maret 2017 (1 Maret 

2017 – 31 Maret 2017), dalam jangka waktu 1 bulan atau 146 jam efektif 

yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada program Diploma 

III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam kerja 

pada Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Situbondo, adalah: 

Senin – Kamis    07.00 – 16.00 WIB 

Istirahat (Senin – Kamis)   12.00 – 13.00 WIB 

Jumat      06.30 – 11.00 WIB 

Sabtu – Minggu      Libur 

 

1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Praktek Kerja Nyata ini di bidang 

Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo meliputi: 
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Tabel 1.4 : Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
Minggu Ke- Jumlah 

Jam I II III IV 

1 Pengajuan Surat Permohonana PKN 

kepada Instansi yang terkait, 

mengurus surat ijin PKN dan 

membuat Prosedur PKN 

X    

5 

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan 

Karyawan Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Situbondo 

X    

3 

3 Pengarahan dan Penjelasan tentang 

gambaran umum dari Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Situbondo 

X X   

2 

4 Pelaksanaan PKN serta 

mengumpulkan data-data dan 

informasi untuk digunakan dalam 

menyusun Laporan PKN 

 X X X 

86 

5 Konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing secara periodic 
X X X X 

15 

6 Penyusunan Laporan PKN    X 20 

7 Penggandaan Laporan PKN    X 5 

 Total jam kegiatan Praktek Kerja 

Nyata 
    

146 

Sumber data : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 
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1.3.4 Rincian Kegiatan Riil Perusahaan 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, ialah: 

a. Membantu menginput data yang diterima oleh bendahara penerimaan 

atau pengeluaran kedalam aplikasi SIRKA (Sistem Informasi 

Perencanaan dan Keuangan Akrual). 

b. Mengoreksi kelengkapan data atau dokumen yang diajukan oleh SKPD 
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 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Prosedur 

Dalam mencapai tujuan, setiap perusahaan dapat melaksanakan manajemen 

dengan baik dan dalam menjalankan aktivitasnya dituntut untuk selalu 

mengarahkan pada tujuan utama perusahaan. Aktivitas yang dilakukan 

memerlukan urutan-urutan pekerjaan yang terorganisir dengan baik, agar hasil 

yang akan dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut perlu disusun suatu sistem administrasi keuangan yaitu 

penggunaan prosedur yang tepat. Secara umum yang disebut prosedur adalah 

rangkaian daripada tata kerja yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan 

menunjukkan urutan-urutan kerja yang harus dikerjakan dalan menyelesaikan 

suatu bidang pekerjaan. 

Menurut Ardiyos (2014:734) menyatakan bahwa prosedur adalah bagian 

sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang 

dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu 

kegiatan usaha atau transaksi dapa terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara 

seragam. Menurut Mulyadi (2010:5), prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. Dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur 

merupakan urutan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut 

ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan 

buku besar (Mulyadi, 2010:6) : 

1. Menulis  

2. Menggandakan 

3. Menghitung 

4. Memberi kode 
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5. Mendaftar 

6. Memilih 

7. Membandingkan 

Menurut Nafarin (2004:9), adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang 

saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang 

seragam. Pengertian prosedur menurut Susanto (2004:264), adalah rangkaian 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang 

sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat 

dilakukan secara seragam. 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur 

suatu urutan langkah-langkah pemprosesan data atau urutan kegiatan yang 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. 

Jadi prosedur juga dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang 

diambil dalam melaksanakan pekerjaan yang biasanya saling berhubungan dan 

mempengaruhi, sehingga jika salah satu prosedur tersebut dirubah, maka biasanya 

prosedur yang lain akan terpengaruh sehingga perlu untuk dipertimbangkan. 

Prosedur juga merupakan cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dengan urutan waktu dan pola kerja tetap dan telah ditentukan. Sebuah organisasi 

yang mengikuti prosedur yang berlaku akan mendapatkan hasil maksimal pada 

setiap pekerjaannya. Prosedur memang harus direncanakan agar dalam setiap 

langkahnya tidak mengalami kekeliruan. 

 

2.2 Pengertian Administrasi 

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Ad dan Ministrare. Ad 

artinya intensif dan Ministrare artinya melayani, membantu, atau memenuhi. 

Dalam bahasa Inggris, adminstrasi disebut “administration” yang berarti tata 

usaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi 

adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-
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cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha. 

Pengertian administrasi berdasarkan pemahaman di atas menurut beberapa 

ahli (Syafiie, 2015:11) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Prajudi Atmosudirjo 

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu 

di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari administrasi ini berkaitan 

dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya 

administrasi dalam masyarakat, ia harus mencari terlebih dahulu suatu 

organisasi yang masih hidup.  

b. Menurut The Liang Gie 

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap 

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama 

mencapai tujuan tertentu. 

c. Menurut Sondang P. Siagian 

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

d. Menurut Handari Nawawi 

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses 

pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Setelah mengetahui pengertian administrasi berdasarkan pemahaman 

menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kerja 

sama yang melibatkan manusia, peralatan dan sistematika kerja dalam suatu 

instansi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. 
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2.2.1 Unsur-Unsur Administrasi 

Menurut Syafri, (2012:11) untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

kelompok orang yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang 

saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah 

unsur yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai. Para 

sarjana ilmiah ilmu administrasi tampaknya telah sepakat bahwa adanya unsur-

unsur administrasi adalah sebagai berikut: 

a. Organisasi 

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerjasama 

untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah 

pengelompokan orang dan pembagian tugas. 

b. Manajemen 

Hakikat manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui orang lain. 

Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakan 

kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai melalui pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. 

c. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan (informasi) dari 

seseorang (communicator) kepada orang lain (communicant) melalui suatu 

saluran / media. 

d. Kepegawaian 

Kepegawaian merupakan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang 

lain melalui satu saluran. 

e. Keuangan 

Keuangan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan 

segi-segi pembiayaan dalam unsur kerjasama pencapaian tujuan tertentu. 

f. Perbekalan 

Perbekalan merupakan sumber daya penting guna untuk mendukung 

pencapaian tujuan tertentu. 

g. Tata usaha 
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Tata usaha adalah suatu kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, 

penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima 

atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi. 

h. Hubungan Masyarakat 

Hubungan Masyarakat adalah salah satu upaya untuk menjaga eksistensi 

melalui penciptaan hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling 

terhadap usaha kerjasama yang sedang dilakukan. 

 

2.2.2 Fungsi Adminstrasi 

Baridwan (2006) dalam (Isnandar, 2015:12), menyatakan ada 5 jenis 

fungsi administrasi perkantoran yaitu: 

a. Fungsi Rutin 

Fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal 

mencakup pengarsipan, penggandaan dan lain-lain. 

b. Fungsi Teknis 

Fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan 

perkantoran yang memadai, seperti familieritas dengan beberapa software. 

c. Fungsi Analisis 

Fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif yang disertai 

kemampuan mengambil keputusan dan menganalisis laporan maupun 

membuat keputusan pembelian. 

d. Fungsi Interpersonal 

Fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan 

keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti 

mengoordinasikan tim proyek. 

e. Fungsi Majerial 

Fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan 

pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, staffing dan mengevaluasi 

karyawan. 
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Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan di atas, maka secara 

sederhana ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi adalah: 

1. kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang; 

2. kerjasama dilakukan berdasarkan pembagian kerjasama secara 

terstruktur; 

3. kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan; 

4. untuk mencapai tujuan kerja secara terstruktur. 

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu batasan tentang administrasi yaitu 

kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian 

kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

2.2.3 Tujuan Administrasi 

Menurut Isnandar (2015:14), tujuan administrasi diartikan dalam beberapa 

hal yaitu: 

a. usaha penerbitan alat-alat yang mungkin terjadi 

b. menghimpun suatu ketentuan di dalam melaksanakan suatu kebijakan usaha 

dari segi pengorganisasian perusahaan 

c. mendayagunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan dengan sempurna 

sehingga mencapai sasaran. 

Salah satu dasar penting dari kegiatan administrasi adalah tujuan. Tujuan 

menjadi arahan pembuatan kebijakan operasional dan pelaksanaan proses 

kerjasama. Kegiatan administrasi baik pada tingkat kebijakan maupun 

pelaksanaan dan pengendalian dilakukan dalam sebuah sistematika organisasi. 

Artinya bahwa keseluruhan merupakan sebuah rangkaian yang dilaksanakan 

secara berurutan berdasarkan nilai-nilai dan aturan yang telah disusun dalam satu 

kesatuan fungsi dan tanggung jawab, berkelanjutan, dan terukur hasilnya. 
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2.3 Pengertian Kas 

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk 

kegiatan umum perusahaan (IAI, 2012:85). Setiap aktivitas perusahaan 

membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat tukar. Alat tukar yang 

standar adalah kas, sehingga hampir semua kegiatan melibatkan kas baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Kas dan setara kas menurut PSAK No. 2 (IAI 

2009:22) “kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas 

(cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek 

dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa 

menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan”. 

Menurut Munawir (2010:14) bahwa kas adalah uang tunai yang dapat 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas 

adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank 

dalam bentuk giro atau permintaan deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat 

diambil kembali setiap saat oleh perusahaan. 

Menurut Harahap (2010:258) pengertian kas adalah uang dan surat 

berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya 

yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Setiap saat dapat ditukar menjadi kas 

2) Tanggal jatuh tempo sangat dekat 

3) Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat 

angka. 

Yang termasuk perkiraan kas, antara lain: 

1) Uang kertas dan uang logam merupakan uang yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia dan berfungsi sebagai alat tukar 

2) Cek adalah surat perintah membayar yang dibuat untuk suatu pihak yang 

mempunyai tabungan di bank, yang isinya agar bank yang bersangkutan 

membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut didalamnya 

3) Surat Perintah Membayar adalah surat yang setiap saat dapat ditukar 

dengan uang kepada yang disebut dalam surat tersebut dan ada 
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hubungan erat seperti induk perusahaan dengan cabang-cabangnya atau 

perwakilannya. 

Kas dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain: 

a) Kas Kecil 

Kas kecil dapat digunakan sebagai pembayaran yang jumlahnya kecil yang 

disimpan di kas kasir. Yang dimaksud dana kas kecil yaitu uang kas yang 

disediakan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil dan tidak ekonomis yang 

jika dibayarkan menggunakan cek dan dana kas kecil ini di serahkan kepada 

kasir kas kecil yang bertanggung jawab atas pembayaran dan jumlah dana kas 

kecil. 

b) Kas besar 

Dana ini dipergunakan untuk pembayaran yang berjumlah besar dan di 

simpan dalam berangkas besar. Contohnya kas ditangan perusahaan, seperti 

penerimaan kas yang belum di setorkan ke bank yang berupa uang tunai, pos 

wesel, cashier, cek pribadi. 

 

2.4 Penerimaan Kas 

Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa 

uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera 

digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, 

pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 17 

bahwa Penerimaan kas daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan 

pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan 

pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

Adapun Penerimaan Kas Daerah berasal dari Pendapatan Daerah  

Kabupaten Situbondo yaitu dikelompokkan menjadi (Permendagri No. 13 Tahun 

2006): 
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a. Pendapatan asli daerah; 

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang 

terdiri atas: 

1) Pajak daerah, dan retibusi daerah;  

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan 

sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi. 

2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut 

obyek pendapatan yang mencakup: 

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ 

BUMD; 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/ BUMN; dan 

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 

3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk 

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis 

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b) Jasa giro; 

c) Pendapatan bunga; 

d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah; 

f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing; 

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h) Pendapatan denda pajak; 
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i) Pendapatan denda retribusi; 

j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k) Pendapatan dari pengembalian; 

l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 

n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

b. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menjadi jenis pendapatan 

yang terdiri atas: 

1) Dana bagi hasil; 

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang 

mencakup: 

a) Bagi hasil pajak; dan 

b) Bagi hasil bukan pajak. 

2) Dana alokasi umum; 

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana 

alokasi umum. 

3) Dana alokasi khusus. 

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut 

kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis 

pendapatan yang mencakup : 

1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 

badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok 

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 

2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan 

korban/kerusakan akibat bencana alam; 

3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 

4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh 

pemerintah; dan 

5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 
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Kelompok Pendapatan per SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari : 

1) Sekretariat Daerah 

2) Sekretariat DPRD 

3) Dinas Kesehatan 

4) Dinas Peternakan 

5) Dinas Tenaga Kerja 

6) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 

7) Rumah Sakit Daerah dr. Abdoer Rahem 

8) Rumah Sakit Daerah Asembagus 

9) Dinas Perhubungan 

10) Satuan Polisi Pamong Praja 

11) Dinas Pertanian 

12) Dinas Pariwisata 

13) Inspektorat Daerah 

14) Dinas Pendidikan 

15) Dinas Lingkungan Hidup 

16) Dan lain sebagainya 

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas adalah meliputi serangkaian proses, baik 

manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan 

peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan 

dalam rangka pertanggungjawaban pelakasanaan APBD yang berkaitan dengan 

penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD (Halim,2013:84). 

 

2.5  Pengeluaran Kas 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 18 

bahwa pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran 

pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran 

daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat  dinikmati oleh 
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seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian 

pelayanan umum. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran 

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pengeluaran kas terbagi atas dua bagian, yaitu belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Belanja rutin adalah pengeluaran atau belanja yang dilakukan 

untuk kegiatan rutin pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah 

Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan 

pada umumnya. 

Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran dan atau belanja 

yang digunakan untuk proyek pembangunan di daerah yang diperlukan baik 

secara fisik maupun non fisik namun sesuai dengan APBD (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah). 

Prosedur akuntansi Pengeluaran Kas adalah serangkaian proses, baik 

manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan 

peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksaaan APBD yang berkaitan dengan 

pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD (Halim,2013:86). 

 

2.6 Hal-hal yang berhubungan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

a. Bendahara Penerimaan  

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD. 

Bendahara penerimaan mempunyai wewenang sebagai berikut: 

1) Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah; 

2) Menyimpan seluruh penerimaan; 

3) Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke 

rekening kas umum daerah paling lambat1 hari kerja; 

4) Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui 

bank. 
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b. Bendahara Penerimaan Pembantu 

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

c. Bendahara Penerimaan PPKD 

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan 

uang yang bersumber dari transaksi PPKD. Bendahara Penerimaan PPKD 

berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang 

diterima melalui bank. 

d. Bendahara Pengeluaran 

Merupakan pejabat fungsional yang ditujuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran berwewenang : 

1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP / GU / 

TU dan SPP-LS; 

2) Menerima dan menyimpan uang persediaan; 

3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; 

4) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; 

5) Meneliti kelengkapandokumen pendukung SPP-LS yang diberikan 

oleh PPTK; 

6) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh 

PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau 

tidak lengkap. 

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Merupakan pejabat fungsionalis yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja 
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SKPD. Dalam melaksanakan sebagian tugas, bendahara pengeluaran 

pembantu berwewenang: 

1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan 

SPP-LS; 

2) Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari 

Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara 

pengeluaran; 

3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; 

4) Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan; 

5) Meneliti kelengkapan dokumenpendukung SPP-LS yang diberikan 

oleh PPTK; 

6) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh 

PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau 

tidak lengkap. 

f. Bendahara Pengeluaran PPKD 

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan transaksi PPKD. Untuk melaksanakan tugas, bendahara 

pengeluaran PPKD berwewenang: 

1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD; 

2) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD; 

3) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat 

yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 

dan/atau tidak lengkap. 

g. Kas Umum Daerah 

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan 

uang yang terdapat dalam kewenangannya. Laporan tersebut berupa 
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Laporan Posisi Kas Harian, dan Rekonsiliasi Bank. Laporan tersebut 

disampaikan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja. 

h. Rekening Kas Umum Daerah 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

i. Surat Penyediaan Dana 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan SPP. 

j. Surat Permintaan Pembayaran 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

k. SPP Uang Persediaan  

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 

kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 

l. SPP Ganti Uang Persediaan 

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung. 

m. SPP Tambahan Uang Persediaan 

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara 

pengeluara pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
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melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 

digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

n. SPP Langsung untuk Pengadaan Barang dan jasa 

SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat 

SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan 

oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, 

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 

oleh PPTK. 

o. SPP-LS untuk Gaji dan Tunjangan 

SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya 

disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 

gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 

pembayaran tertentu. 

p. SPP Langsung PPKD 

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk 

permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD 

dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

q. Surat Permintaan Membayar 

Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa 

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD. 

r. Surat Perintah Pencairan Dana  

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. (Permendagri No. 55 Tahun 

2008). 
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 BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo dan pada bidang 

Perbendaharaan dengan cara terjun langsung pada kegiatan-kegiatan jam kantor, 

seolah-olah bertindak sebagai Pegawai Negeri Sipil serta ikut aktif dalam kegiatan 

kantor. 

3.1 Input Data kedalam Aplikasi SIRKA 

 Adapun proses yang digunakan dalam menginput data yang diterima 

dalam proses Penerimaan ataupun Pengeluaran Kas Daerah sangatlah mudah. 

petugas dapat masuk (Login) ke dalam Aplikasi SIRKA (Sistem Informasi 

Perencanaan dan Keuangan Akrual) yaitu aplikasi untuk pengelolaan keuangan 

dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan, terkait dengan pendapatan dan belanja daerah. Cara untuk masuk 

(Login) hanya dengan menggunakan ID dan password. Setelah itu dalam 

memasukkan data yang diterima hanya dengan mengklik atau mencentang pada 

aplikasi tersebut. Berikut gambar aplikasi SIRKA: 
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Aplikasi SIRKA (Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Akrual) yang 

berkaitan dengan Laporan Kas Umum Harian Kas Daerah dijelaskan pada gambar 

3.1. Cara penggunaannya hanya dengan mengklik pilihan yang ada seperti 

periode, jenis transaksi, satuan kerja, dan sub unit. Setelah dipilih berdasarkan 

data yang akan diinput akan muncul tabel seperti gambar 4.12 yang berisi tentang 

transaksi-transaksi berbagai macam penerimaan dan pengeluaran kas.  

Contoh Aplikasi SIRKA 

 

Gambar 3.1 Contoh format Aplikasi SIRKA 

Sumber data: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 

 

Gambar 3.2 menampilkan  gambar aplikasi SIRKA untuk Registrasi Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D). Cara pengaplikasiannya pun sama seperti 

gambar 3.1 yaitu dengan cara mengklik pilihan yang ada dan sesuai dengan 

berkas yang diterima oleh petugas seperti Periode, Daftar penguji, Satuan kerja, 

Sub unit, Jenis SP2D, Status SP2D, stelah itu akan muncul tabel seperti pada 
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gambar 3.2 yang akan menerangkan tentang transaksi-transaksi yang berkaitan 

dengan pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 

 

Contoh Aplikasi SIRKA 

 

Gambar 3.2 Contoh format Aplikasi SIRKA 

Sumber data: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 

 

3.2 Mengoreksi Kelengkapan Berkas 

Petugas BPPKAD mengoreksi kelengkapan berkas yang diterima dari 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam membuat SP2D (Surat Perintah 

Pencairan Dana) dan mencentang di lembar persyaratan. Jika berkas kurang 

lengkap maka akan dikembalikan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) untuk segera dilengkapi agar proses berjalan dengan lancar. Adapun 

lembar persyaratan yang harus dilengkapi yaitu : 
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 Contoh Formulir Persyaratan SP2D 

 

Gambar 3.3 Contoh formulir persyaratan pembuatan SP2D 

Sumber data: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 

 

Gambar 3.3 merupakan contoh gambar formulir persyaratan pembuatan 

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan penyerahan SPM LS (Surat 

Permintaan Membayar) langsung selain CV dengan cara mencentang kelengkapan 

berkas yang ada didalam map sesuai dengan form tersebut. Jika berkas lengkap 

dan sesuai maka, akan dilanjutkan ke proses selanjuntnya, sedangkan jika berkas 

kurang lengkap dan tidak sesuai maka, map yang berisi berkas-berkas akan 

dikembalikan atau diminta kekurangan berkasnya. 
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Contoh Formulir Persyaratan SP2D 

 

Gambar 3.4 Contoh formulir persyaratan pembuatan SP2D 

Sumber data: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 

 

Gambar 3.4 merupakan gambar  contoh formulir persyaratan pembuatan 

SP2D untuk penyerahan SPM LS. Caranya sama dengan gambar 3.3 yaitu dengan 

mencentang kelengkapan berkas-berkas yang ada di dalam map. Jika sesuai akan 

dilanjutkan ke proses selanjutnya, dan jika tidak sesuai akan dikembalikan atau 

diminta kekurangan berkas. 
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Contoh Formulir Persyaratan SP2D 

 

Gambar 3.5 Contoh formulir persyaratan pembuatan SP2D 

Sumber data: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo, 2017 

 

Gambar 3.5 merupakan gambar contoh formulir persyaratan pembuatan 

SP2D dengan penyerahan SPM UP (Uang Persediaan) – TU (Tambahan Uang) – 

GU (Ganti Uang). Caranya sama seperti gambar-gambar formulir persyaratan 

pembuatan SP2D sebelumnya yaitu dengan mencentang isi map yang berupa 

berkas-berkas yang berkaitan dengan penyerahan SPM UP – TU – GU. Jika isi 

map tersebut lengkap dan sesuai maka, akan dilakukan proses selanjutnya oleh 

petugas BPPKAD, dan jika tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi form 

tersebut maka, akan dikembalikan atau diminta kekurangan berkasnya.
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BAB V. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab 4 maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur Penerimaan Kas Daerah Pada Bidang Perbendaharaan BPPKAD 

Situbondo 

Pendapatan yang berasal dari DAUdan DAK langsung disetor ke PT. Bank 

Jatim berupa Nota Kredit, sedangkan untuk PAD yang berupa Pajak, 

Retribusi dan lain-lainnya langsung disetorkan ke PT. Bank Jatim melalui 

Bendahara Penerimaan berupa STS.Adapun untuk dana-dana dari Pusat atau 

Propinsi atau Pemasukan lainnya langsung diserahkan ke PT. Bank Jatim 

berupa Nota Kredit untuk selanjutnya bukti setor diserahkan oleh Bank Jatim 

kepada Bidang Perbendaharaan BPPKAD Situbondo. 

2. Prosedur Pengeluaran Kas Daerah Pada Bidang Perbendaharaan BPPKAD 

Situbondo 

SKPD membuat SPP dan SPM dan mengajukan berkas tersebut kepada 

Bagian Perbendaharaan, kemudian dikoreksi kelengkapan berkas dan 

menerbitkan SP2D untuk diserahkan kepada SKPD. Selanjutnya SP2D 

tersebut diserahkan ke Bank Jatim untuk pencairan dana. SP2D diserahkan 

kembali ke Bagian Perbendaharaan untuk diarsipkan dan dibuat laporan 

pencairan dana per SKPD. 
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